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BAB III 

 PENUTUP 

  

A. KESIMPULAN 

1. Pembangunan jalan tol merupakan pembangunan untuk kepentingan 

umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 huruf b Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012. Kepentingan Umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

merupakan kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus 

diwujudkan pemerintah dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Pembangunan Infrastruktur jalan tol sebagai bagian dari sistem 

jaringan jalan nasional bermanfaat untuk memperlancar kegiatan mobilitas 

masyarakat serta kelancaran pendistribusian barang dan jasa dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di suatu Negara dan/atau daerah 

merupakan kebutuhan masyarakat saat ini. 

2. Kepentingan umum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah mewujudkan 

kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Terwujudnya sistem jaringan jalan 

nasional yang saling terintegrasi dan berkelanjutan, dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di suatu negara dan/atau daerah serta pemerataan 

kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Alternatif yang dipergunakan 

pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan dengan 

pembangunan jalan tol. Dengan adanya pembangunan dan pengoperasian 
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jalan tol, diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem jaringan jalan 

nasional yang terintegrasi serta berkelanjutan demi mewujudkan 

kesejahteraan bagi masyarakat. 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat, diperlukan partisipasi dari setiap pihak untuk 

memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, khususnya 

pemegang hak atas tanah, mengenai makna kepentingan umum dalam 

kegiatan pembangunan jalan tol berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012. Hal ini diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah 

dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga masyrakat melalui 

pembangunan untuk kepentingan umum.  

2. Bagi Pemerintah, selaku pelaksana pengadaan tanah dalam pembangunan 

jalan tol sebagai salah satu kegiatan pembangunan untuk kepentingan 

umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, hendaknya 

dilaksanakan dengan  mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak 

atas tanah, kemanusian, musyawarah mufakat, dan keadilan berdasarkan 

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 

1945. Hal ini diperlukan agar pembangunan jalan tol dapat memberikan 

kemanfaatan hukum bagi seluruh warga masyarakat. 
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